
1 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis yang telah dibahas, maka kesimpulan dari hasil 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Gambaran Belanja Modal, PAD, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  Kabupaten/Kota 

di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2013-2018, mengalami 

perkembangan yang naik dan juga turun (fluktuatif). 

2. Variabel Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD 

Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2013-2018 dengan 

nilai signifikansi 0,000. Dengan hasil ini maka, peningkatan pajak daerah akan 

meningkatkan PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.  

3. Variabel Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD 

Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2013-2018 dengan 

nilai signifikansi 0,024. Artinya peningkatan penerimaan retribusi daerah, dapat 

meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi NTT.  

4. Variabel PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal 

Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2013-2018 dengan 

nilai signifikansi 0,000. Artinya peningkatan PAD, dapat meningkatkan belanja modal 

Kabupaten/Kota di Provinsi NTT.  
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5. Nilai koefesien determinasi (R2) menunjukkan bahwa proporsi pengaruh semua 

variabel bebas terhadap variabel terikat adalah 26%, sedangkan sisanya 74% 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti. 

  

5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian ini, maka dapat disarankan kepada 

Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur beberapa hal sebagai 

berikut: 

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dengan mendata setiap sumber PAD dan 

memastikan bahwa tiap sumber tersebut dikenakan pajak atau retribusi sesuai aturan 

yang berlaku. 

2. Melakukan upaya peningkatan Retribusi Daerah, dengan cara mensinkronkan antara 

data usaha yang telah diberi izin dengan data pembayaran retribusi daerah, agar dapat 

diketahui retribusi yang masih tertunggak dan belum terdata. dengan demikian, setiap 

izin usaha akan menjadi sumber retribusi daerah. 
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